GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR:188.44/ 6a3 /RSJD/2014

TENTANG

PENETAPAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)

PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan
Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Nomor: 083/01/TIM-PENILAI/PPK-BLUD/2014, Tim
Penilaian PPK-BLUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
merekomendasikan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan PPK-BLUD
dengan status BLUD penuh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubermnur
tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)} pada Rumah
Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaran Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851});

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033};

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286};

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2005, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421}:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4422);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072);

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502};

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503};

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578]};
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614};

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara  Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 08/PMK.02/2006
Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa
pada Badan Layanan Umum;

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor
2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E};

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor
1 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
{Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2013 Nomor 1 Seri D};



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG PENETAPAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG.

Menetapkan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Jiwa
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan status
BLUD penuh.

Penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

a. Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD dapat mengusulkan
penurunan/pencabutan status BLUD sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kesatu kepada Gubernur sesuai
dengan kewenangannya;

b. Gubernur menurunkan/mencabut status  BLUD
sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan
mempertimbangkan hasil penilaian dari tim penilaj;

¢. Gubernur membuat penetapan penurunan/pencabutan
paling lama 3 (tiga) bulan sejak usulan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas diterima;

d. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak usulan
diterima sebagaimana dimaksud pada huruf c¢
terlampaui, usulan penurunan/pencabutan dianggap
ditolak;

e. Penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU berakhir apabila :

1. Dicabut oleh Gubernur atas usulan Sekretaris
Daerah atau Kepala SKPD sebagaimana dimaksud
pada huruf a;

2. Berubah statusnya menjadi badan hukum dengan
kekayaan daerah yang dipisahkan;

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, dana bantuan lain dan penghasilan lain yang
tidak mengikat dan sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah
dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 September 2014

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RUSTAM EFFENDI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

3. Kepala DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
5. Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Prov.Kep.Babel di Pangkalpinang.

6. Arsip.



